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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Laporan Keuangan 

PSAK 1 mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian  terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Komponen laporan keuangan 

lengkap terdiri dari (IAI, 2014): 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kas selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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PSAK 1 menyatakan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab atas 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Laporan keuangan 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. 

Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, 

peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 

liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan 

tambahan jika dibutuhkan, dianggap  menghasilkan penyajian laporan keuangan 

secara wajar. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK 

membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan 

terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat 

mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali 

laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK 

(IAI, 2014). 

Di dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

telah disebutkan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang 

dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 2014): 

a. Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 
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menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen.  

b. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka 

juga tertari dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan 

yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan 

apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor 

usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek 

daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka 

bergantung pada kelangsungan hidup entitas. 

e. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian 

jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas. 

f. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan 
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informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

g. Masyarakat. Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Sebagai contoh, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian 

aktivitasnya. 

2.2 Audit 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik Akuntan Publik, profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang sehat 

dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. 

Dalam hal ini, profesi Akuntan Publik menjadi salah satu pilar dalam upaya 

peningkatan transaparansi dan akuntanbilitas. Dengan mempertimbangkan peran 

penting profesi Akuntan Publik dalam mendukung perekonomian tersebut, telah 

diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

Undang-Undang tersebut mengatur profesi Akuntan Publik secara komprehensif 

yang memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat. 

Meskipun tujuan utamanya adalah perlindungan publik, Undang-Undang tersebut 

juga bertujuan untuk melindungi profesi Akuntan Publik. Peraturan Pemerintah 

tentang Praktik Akuntan Publik merupakan salah satu peraturan pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang merupakan 

pengaturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dimaksud. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik Akuntan Publik pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Akuntan 

Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: 

a. Jasa audit atas informasi keuangan historis. 

b. Jasa reviu atas informasi keuangan historis. 

c. Jasa asurans lainnya. 

Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh 

Akuntan Publik. Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, 

keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik Akuntan Publik pada Pasal 11 ayat (1) juga menjelaskan bahwa 

pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan 

Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas yang 

dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Industri di sektor Pasar Modal. 

b. Bank umum; 

c. Dana pensiun; 
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d. Perusahaan asuransi, reasuransi; atau 

e. Badan Usaha Milik Negara. 

Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan 

historis terhadap entitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah dua 

tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. 

Indonesia akan mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode 

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Ciri yang paling menonjol dari 

auditing berbasis ISA ialah penekanan terhadap aspek risiko. Audit berbasis ISA 

tidak lain dari audit berbasis risiko (risk-based audit). ISAs memberikan 

penekanan yang sangat besar terhadap faktor risiko, sejak auditor 

mempertimbangkan untuk menerima atau menolak suatu entitas dalam penugasan 

auditnya sampai sesudah laporan yang berisi opininya diterbitkan (Tuanakotta, 

2013). SA 200 menyatakan bahwa tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan 

tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui 

pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan 

yang berlaku (IAPI, 2013). 

Dalam SA 320, kerangka pelaporan keuangan sering kali membahas 

konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas  materialitas dengan 

menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut menjelaskan secara 

umum bahwa (IAPI, 2013): 
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1. Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila 

kesalahan penyajian tersebut, secara individual atau agregat, diperkirakan 

akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan 

keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut; 

2. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai 

kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat 

kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya; dan 

3. Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan 

didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum 

yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. 

Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan 

keuangan individual tertentu, yang kebutuhannya beragam, tidak 

dipertimbangkan. 

Menurut SA 320, penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan 

pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang 

kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam 

konteks ini, masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna 

laporan keuangan (IAPI, 2013): 

a. Memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi 

serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cermat; 

b. Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit 

berdasarkan tingkat materialitas tertentu; 
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c. Mengakui bahwa adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu 

jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan dan 

pertimbangan atas peristiwa masa depan; dan 

d. Membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam 

laporan keuangan. 

SA 320 menyatakan bahwa konsep materialitas diterapkan oleh auditor 

pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi 

dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan 

penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat 

merumuskan opini dalam laporan auditor. Dalam perencanaan audit, auditor 

membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang 

dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu 

basis untuk (IAPI, 2013): 

a. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko; 

b. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan 

c. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan. 

SA 320 menjelaskan bahwa sebagai langkah awal dalam menentukan 

materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu sering 

kali diterapkan pada suatu tolok ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi proses identifikasi suatu tolok ukur yang tepat mencakup (IAPI, 

2013): 

1. Unsur-unsur laporan keuangan (sebagai contoh, aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan, dan beban); 
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2. Apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna 

laporan keuangan suatu entitas tertentu (sebagai contoh, untuk tujuan 

pengevaluasian kinerja keuangan, pengguna laporan keuangan cenderung 

akan fokus pada laba, pendapatan, maupun aset bersih); 

3. Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta 

lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi; 

4. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas (sebagai contoh, jika pendanaan 

sebuah entitas hanya dari utang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna 

laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset 

tersebut daripada pendapatan entitas); dan 

5. Fluktuasi relatif tolok ukur tersebut. 

SA 320 menegaskan bahwa penentuan persentase yang akan diterapkan 

pada suatu tolok ukur yang dipilih membutuhkan pertimbangan profesional. 

Terdapat hubungan antara persentase dengan tolok ukur yang dipilih, seperti 

persentase yang diterapkan atas laba sebelum pajak dari operasi berjalan pada 

umumnya akan lebih tinggi daripada persentase yang ditetapkan atas jumlah 

pendapatan. Sebagai contoh, auditor dapat mempertimbangkan bahwa lima persen 

dari laba sebelum pajak dari operasi yang sedang berjalan merupakan tolok ukur 

yang tepat untuk entitas dalam industri manufaktur  yang berorientasi pada laba, 

sedangkan auditor mempertimbangkan satu persen dari jumlah pendapatan atau 

beban merupakan tolok ukur yang tepat untuk entitas nirlaba. Namun, persentasi 

yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat juga dianggap tepat tergantung pada 

keadaan entitas yang bersangkutan (IAPI, 2013). 
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SA 320 mendefinisikan material pelaksanaan (performance materiality) 

sebagai suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah 

daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk 

mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian 

yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi 

materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Menurut Tuanakotta 

(2013), performance materiality memungkinkan auditor menetapkan angka 

materialitas berdasarkan overall materiality, tetapi lebih rendah dari overall 

materiality untuk mencerminkan detection risk (risiko tidak terdeteksinya salah 

saji) dan untuk mencerminkan penilaian risiko. Berdasarkan SA 320, auditor 

harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan 

penyajian material dan menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan. 

Penentuan materialitas pelaksanaan bukan suatu perhitungan mekanis yang 

sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan profesional. Penentuan ini 

dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas entitas, yang dimutakhirkan selama 

pelaksanaan prosedur penilaian risiko, dan sifat serta luasnya kesalahan penyajian 

yang terdeteksi dalam audit sebelumnya serta harapan auditor berkaitan dengan 

kesalahan penyajian dalam periode berjalan (IAPI, 2013). 

Menurut SA 320, materialitas untuk laporan keuangan secara 

keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat materialitas untuk golongan transaksi, 

saldo akun atau pengungkapan tertentu) mungkin perlu direvisi sebagai akibat dari 

perubahan kondisi yang terjadi selama proses audit (sebagai contoh, keputusan 

untuk melepaskan suatu bagian signifikan bisnis entitas), adanya informasi baru, 
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atau perubahan pemahaman auditor atas entitas dan operasinya yang timbul akibat 

pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Sebagai contoh, jika selama audit 

ditemukan bahwa hasil keuangan aktual kemungkinan akan berbeda secara 

substansial dengan hasil keuangan yang pada awalnya digunakan untuk 

menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, maka 

auditor harus merevisi materialitas tersebut (IAPI, 2013).  

Jika angka materialitas harus direvisi, auditor wajib melihat lebih dalam 

dampak terhadap risiko yang dinilai dan sifat, waktu, serta luasnya prosedur audit 

lanjutan yang diperlukan, dan mendokumentasikan proses ini. Jika angka 

materialitas harus diturunkan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, 

tentukan juga apakah performance materiality harus direvisi. Jika demikian, 

tentukan apakah sifat, waktu, serta luasnya prosedur audit lanjutan masih tepat 

(Tuanakotta, 2013). 

SA 500 menjelaskan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan 

prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit 

yang cukup dan tepat. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor 

dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup 

baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan 

keuangan maupun informasi lainnya. Pada waktu merancang dan melaksanakan 

prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan 

informasi yang digunakan sebagai bukti audit (IAPI, 2013). 

Menurut SA 500, bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama 

diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Namun, 
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bukti audit juga dapat mencakup informasi yang diperoleh dari sumber lain, 

seperti dari audit periode lalu (dengan syarat auditor telah menentukan apakah 

telah terjadi perubahan sejak periode audit lalu yang mungkin relevan terhadap 

audit periode kini) atau prosedur pengendalian mutu KAP untuk penerimaan dan 

keberlanjutan klien. Di samping sumber lain yang berasal dari dalam maupun luar 

entitas, catatan akuntansi entitas merupakan suatu sumber bukti audit yang 

penting. Informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin juga telah 

dipersiapkan oleh pakar manajemen. Bukti audit mengandung baik informasi 

yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang 

bertentangan dengan asersi tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketiadaan 

informasi (sebagai contoh, penolakan manajemen untuk menyediakan representasi 

yang diperlukan) juga dapat digunakan oleh auditor, dan oleh karena itu, juga 

merupakan bukti audit (IAPI, 2013). 

Berdasarkan SA 500, prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat 

mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan 

ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan 

beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari 

manajemen. Meskipun permintaan keterangan memberikan bukti audit penting, 

dan mungkin dapat menghasilkan bukti kesalahan penyajian, permintaan 

keterangan saja biasanya tidak memberikan bukti audit yang cukup untuk 

mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi maupun efektivitas 

operasi dari pengendalian. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. 
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Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas 

risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti 

audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, 

makin sedikit bukti audit yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit 

yang makin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit 

tersebut. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit yang mencakup  

relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan 

opininya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta 

bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh (IAPI, 2013).  

SA 330 mewajibkan auditor untuk menyimpulkan apakah bukti audit 

yang cukup dan tepat telah diperoleh. Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang 

telah diperoleh untuk menurunkan risiko audit sampai pada tingkat yang dapat 

diterima, dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil 

kesimpulan yang memadai sebagai basis opini auditor (IAPI, 2013). Menurut SA 

700, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, 

sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2013). SA 705 

mengharuskan auditor untuk memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika 

(IAPI, 2013):  

a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, 

laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian 

material, atau 
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b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari 

kesalahan penyajian material. 

SA 705 menjelaskan bahwa SA ini menetapkan tiga tipe opini 

modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini 

tidak menyatakan pendapat. Keputusan tentang ketepatan penggunaan tipe opini 

modifikasian bergantung pada (IAPI, 2013): 

a. Sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukannya modifikasi, yaitu apakah 

laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau, dalam hal 

ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material; dan 

b. Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasifnya dampak atau 

kemungkinan dampak hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan. 

Penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor berdasarkan SA 705 

(IAPI, 2013): 

1. Opini Wajar dengan Pengecualian 

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: 

a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual 

maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap 

laporan keuangan; atau 

b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan 
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dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.  

2. Opini Tidak Wajar 

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa 

kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah 

material dan pervasif terhadap laporan keuangan. 

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat 

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan 

auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian 

yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat 

material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, 

dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, 

auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang 

cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat 

merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang 

potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif 

dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. 

Sebagai basis untuk opini auditor, SA 200 mengharuskan auditor 

untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 

secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang 

disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai 

Pengaruh Etika..., Claudya Claudinalie, FB UMN, 2017



 

30 
 

merupakan suatu tingkat keyakinan tertinggi. Keyakinan tersebut diperoleh 

ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk 

menurunkan risiko audit (risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini yang 

tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian 

material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam hal keyakinan 

memadai tidak dapat diperoleh dan suatu opini wajar dengan pengecualian 

dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi tersebut untuk tujuan 

pelaporan kepada pengguna laporan keuangan yang dituju, SA 

mengharuskan auditor untuk tidak menyatakan suatu opini atau menarik diri 

(mengundurkan diri) dari perikatan, jika penarikan diri dimungkinkan oleh 

peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku (IAPI, 2013).  

 

2.3 Pertimbangan Audit (Audit Judgement) 

SA 200 mendefinisikan pertimbangan profesional sebagai penerapan pelatihan, 

pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, 

akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang 

tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Pertimbangan 

profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Hal ini 

dikarenakan interpretasi ketentuan etika dan SA yang relevan, serta keputusan 

yang telah diinformasikan yang diharuskan selama audit tidak dapat dibuat tanpa 

penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan pada fakta dan kondisi 

terkait. Pertimbangan profesional diperlukan terutama dalam membuat keputusan 

tentang (IAPI, 2013): 
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a. Materialitas dan risiko audit. 

b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang digunakan untuk memenuhi 

ketentuan SA dan mengumpulkan bukti audit. 

c. Pengevaluasian tentang apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah 

diperoleh, dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan SA dan tujuan keseluruhan auditor. 

d. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen dalam menerapkan 

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas. 

e. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, sebagai 

contoh, penilaian atas kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen 

dalam menyusun laporan keuangan. 

SA 210 menyatakan bahwa perikatan asurans, termasuk perikatan audit, 

hanya boleh diterima jika auditor mempertimbangkan bahwa ketentuan etika yang 

relevan seperti independensi dan kompetensi profesional akan dipenuhi, dan 

ketika perikatan mempunyai karakteristik tertentu. Suatu kondisi untuk 

penerimaan suatu perikatan asurans adalah bahwa kriteria yang diacu dalam 

definisi suatu perikatan asurans sesuai dan tersedia untuk pengguna yang dituju 

(IAPI, 2013). Kerangka untuk Perikatan Asurans mendefinisikan perikatan 

asurans sebagai suatu perikatan yang di dalamnya seorang praktisi menyatakan 

suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan 

pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil 

pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria 

(IAPI, 2013).  
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SA 210 menjelaskan bahwa tujuan auditor adalah untuk menerima atau 

melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit 

telah disepakati, melalui (IAPI, 2013): 

1. Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit; dan 

2. Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan 

audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang 

bertanggungjawab atas tata kelola entitas. 

SA 210 juga menjelaskan bahwa dalam rangka penentuan apakah 

terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus (IAPI, 2013): 

1. Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan 

dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima; dan 

2. Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan 

memahami tanggung jawabnya: 

a. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian 

wajar laporan tersebut;  

b. Untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut 

manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan 

maupun kesalahan; 
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c. Memberikan auditor: 

a) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh 

manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, 

dokumentasi, dan hal-hal lain; 

b) Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen 

untuk keperluan audit; dan 

c) Akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang 

perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit. 

Jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan 

suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus 

dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut akan 

menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka 

auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut  sebagai perikatan audit, kecuali 

jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

SA 210 mengungkapkan bahwa dalam audit berulang, auditor harus 

menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan 

perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang 

ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Auditor tidak boleh menyepakati 

perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai 

untuk melakukan perubahan tersebut. Jika sebelum penyelesaian perikatan audit, 

auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang 

menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, auditor 

harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan 
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perubahan tersebut. Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam 

ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk 

meneruskan perikatan audit semula, auditor harus (IAPI, 2013): 

1. Menarik diri dari perikatan audit (jika dimungkinkan) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

2. Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam 

bentuk lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti 

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik, atau badan 

pengatur. 

SA 300 menegaskan bahwa rekan perikatan dan anggota tim perikatan 

lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan 

berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan. Keterlibatan rekan 

perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya dalam merencanakan audit 

dapat memanfaatkan pengalaman dan wawasan mereka, dan oleh karena itu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan. Perencanaan suatu 

audit melibatkan penerapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan 

tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup bermanfaat 

dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai 

berikut (IAPI, 2013):  

1. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area 

yang penting dalam audit. 

2. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang 

potensial secara tepat waktu. 
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3. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit 

dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif 

dan efisien. 

4. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat 

kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespons risiko yang 

diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. 

5. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan 

atas pekerjaan mereka. 

6. Membantu jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang 

dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.  

SA 300 menjelaskan bahwa sifat dan luas aktivitas perencanaan akan 

bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman lalu 

anggota tim perikatan utama dengan entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi 

selama perikatan audit. Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang 

terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah (atau dalam 

hubungannya dengan) penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut 

hingga penyelesaian perikatan audit periode kini. Namun, perencanaan 

mencakup pertimbangan tentang kapan dilakukan aktivitas dan prosedur audit 

tertentu yang perlu dilengkapi sebelum pelaksanaan audit lanjutan. Sebagai 

contoh, perencanaan mencakup kebutuhan, untuk mempertimbangkan hal-hal 

berikut ini sebelum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan 

penyajian material oleh auditor (IAPI, 2013): 
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a. Prosedur analitis yang diterapkan sebagai prosedur penilaian risiko. 

b. Pemerolehan suatu pemahaman umum tentang kerangka peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atas entitas dan bagaimana entitas 

mematuhi kerangka tersebut. 

c. Penentuan materialitas. 

d. Keterlibatan pakar. 

e. Pelaksanaan prosedur penilaian risiko lainnya. 

Menurut SA 300, auditor dapat memutuskan untuk mendiskusikan 

elemen-elemen perencanaan dengan manajemen entitas untuk memfasilitasi 

pelaksanaan dan pengelolaan perikatan audit (sebagai contoh, mengoordinasikan 

prosedur audit yang telah direncanakan dengan pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh personel entitas). Meskipun diskusi ini sering terjadi, strategi audit dan 

rencana audit secara keseluruhan tetap merupakan tanggung jawab auditor. 

Ketika mendiskusikan hal-hal yang termasuk dalam strategi audit atau rencana 

audit secara keseluruhan, kehati-hatian diperlukan agar tidak menurunkan 

efektivitas audit. Sebagai contoh, mendiskusikan sifat dan waktu dari prosedur 

audit yang detail dengan manajemen dapat menurunkan efektivitas audit dengan 

cara membuat prosedur  audit yang terlalu mudah untuk diprediksi (IAPI, 2013). 

Dalam SA 300 dijelaskan bahwa auditor harus menetapkan strategi 

audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, 

serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Dalam 

menetapkan strategi audit secara keseluruham, auditor harus (IAPI, 2013): 
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a. Mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang 

lingkupnya; 

b. Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit 

dan sifat komunikasi yang disyaratkan; 

c. Mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional 

auditor signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan; 

d. Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan, jika relevan, 

apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah 

dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan 

diaudit; dan 

e. Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan perikatan. 

Berdasarkan SA 300, proses penetapan strategi audit secara keseluruhan 

membantu auditor untuk menentukan hal-hal sebagai berikut, tergantung dari 

penyelesaian prosedur penilaian risiko oleh auditor (IAPI, 2013): 

1. Sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti 

penggunaan anggota tim dengan pengalaman yang tepat untuk area 

berisiko tinggi atau keterlibatan pakar dalam hal-hal yang kompleks; 

2. Jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti 

jumlah anggota tim yang ditugasi untuk mengamati perhitungan 

persediaan fisik di lokasi dengan persediaan yang material, luas 

penelaahan atas hasil kerja auditor lain dalam konteks audit atas suatu 
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grup, atau anggaran jam kerja audit yang dialokasikan untuk area berisiko 

tinggi; 

3. Kapan sumber daya tersebut dialokasikan, seperti apakah pada tahap audit 

interim atau pada tanggal pisah batas utama; dan 

4. Bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi, 

seperti kapan akan dimulai dan diakhiri rapat tim, bagaimana penelaahan 

dilakukan oleh rekan perikatan dan manajer perikatan (sebagai contoh, 

apakah dilakukan di lapangan atau di kantor), dan apakah perlu dilakukan 

penelaahan pengendalian mutu perikatan. 

SA 300 menyatakan bahwa ketika strategi audit secara keseluruhan telah 

ditetapkan, rencana audit dikembangkan untuk merespons berbagai hal yang 

diidentifikasi dalam strategi audit secara keseluruhan, dengan memperhatikan 

kebutuhan untuk mencapai tujuan audit melalui penggunaan secara efisien sumber 

daya yang dimiliki oleh auditor. Penetapan strategi audit secara keseluruhan dan 

rencana audit yang terperinci belum tentu menjadi suatu proses yang terpisah atau 

berurutan, tetapi saling erat terkait karena perubahan dalam satu proses dapat 

mengakibatkan perubahan bagi proses lainnya. Auditor harus memutakhirkan dan 

mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan 

selama pelaksanaan audit. Sebagai akibat dari peristiwa yang tidak diduga, 

perubahan dalam kondisi, atau bukti audit yang diperoleh dari hasil prosedur 

audit, auditor mungkin perlu untuk memodifikasi strategi audit secara 

keseluruhan dan rencana audit, dan oleh karena itu turut memodifikasi sifat, saat, 

dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan, berdasarkan pertimbangan 
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yang telah direvisi atas risiko yang dinilai. Hal ini terjadi ketika informasi yang 

menjadi perhatian auditor berbeda secara signifikan dengan informasi yang 

tersedia ketika auditor merencanakan prosedur audit. Sebagai contoh, bukti audit 

yang diperoleh melalui pelaksanaan prosedur subtantif mungkin bertentangan 

dengan bukti audit yang diperoleh melalui pengujian pengendalian (IAPI, 2013). 

SA 250 mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan audit laporan 

keuangan, auditor juga harus mempertimbangkan kerangka peraturan perundang-

undangan yang berlaku (IAPI, 2013). Berdasarkan SA 315, sebagai bagian dari 

usaha untuk memahami entitas dan lingkungan bisnisnya, auditor harus 

memperoleh suatu pemahaman umum mengenai (IAPI, 2013): 

1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi entitas dan 

industri atau sektor yang di dalamnya entitas beroperasi; dan 

2. Bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut. 

SA 250 menegaskan bahwa auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup 

dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap  ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung dalam 

menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan (IAPI, 

2013).  

SA 250 menjelaskan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur audit 

berikut ini untuk membantu dalam menemukan kejadian atas ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material 

terhadap laporan keuangan (IAPI, 2013): 

Pengaruh Etika..., Claudya Claudinalie, FB UMN, 2017



 

40 
 

1.  Meminta keterangan kepada manajemen dan, apabila relevan, pihak-pihak 

yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengenai tingkat kepatuhan entitas 

terhadap peraturan perundang-undangan tersebut; dan 

2. Menginspeksi korespondensi, jika ada, dengan pihak berwenang yang 

menerbitkan izin atau peraturan. 

SA 250 juga menjelaskan bahwa jika auditor mengetahui informasi 

mengenai suatu kejadian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, auditor harus memperoleh (IAPI, 2013): 

1. Pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan; 

dan 

2. Informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi 

terhadap laporan keuangan.  

Dalam SA 250 ditegaskan bahwa jika informasi tentang dugaan adanya 

ketidakpatuhan tidak cukup diperoleh, auditor harus mengevaluasi dampak tidak 

memadainya bukti audit yang cukup dan tepat tersebut terhadap opini auditor. 

Jika auditor dihalangi oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas 

tata kelola untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk 

mengevaluasi apakah ketidakpatuhan yang mungkin berdampak material terhadap 

laporan keuangan telah atau kemungkinan telah terjadi, maka auditor harus 

menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan 

opini atas laporan keuangan atas basis pembatasan ruang lingkup audit, sesuai 

dengan SA 705 (IAPI, 2013). 
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Auditor dituntut untuk bersikap profesional agar dapat membuat 

judgement yang tepat dalam penugasan auditnya sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam pemberian opini yang akan dilakukan pada tahap pelaporan audit. 

Berdasarkan SA 200, pertimbangan profesional dapat dievaluasi berdasarkan 

apakah pertimbangan yang dibuat mencerminkan suatu penerapan prinsip audit 

dan akuntansi yang kompeten dan tepat, serta konsisten dengan fakta dan kondisi 

yang diketahui oleh auditor hingga tanggal laporan auditor (IAPI, 2013). Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi audit judgement adalah etika, pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan locus of control internal. 

2.4 Etika 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyatakan bahwa salah satu hal yang 

membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung 

jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena 

itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan 

klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap 

praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik 

profesi yang diatur dalam Kode Etik ini (IAPI, 2011). 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menegaskan bahwa setiap praktisi 

wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini (IAPI, 2011): 

1. Prinsip integritas 

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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2. Prinsip objektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain yang 

memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

(professional competence and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, 

sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang 

diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, 

perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi 

harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan 

kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

4. Prinsip kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang 

berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan 

hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga. 
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5. Prinsip perilaku profesional 

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menjelaskan bahwa ancaman terhadap 

kepatuhan praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi 

tertentu ketika praktisi melaksanakan pekerjaannya. Setiap praktisi harus 

mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi 

ketika ia mengetahui, atau seharusnya dapat mengetahui, keadaan atau hubungan 

yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi.  

Setiap praktisi harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif dalam 

mempertimbangkan signifikansi suatu ancaman. Jika praktisi tidak dapat 

menerapkan pencegahan yang tepat, maka ia harus menolak untuk menerima 

perikatan tersebut atau menghentikan jasa profesional yang diberikannya, atau 

bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut (IAPI, 2011). 

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, kepatuhan pada prinsip 

dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (IAPI, 2011): 

1. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat 

dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi 

maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi; 

2. Ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan 

yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi  yang 

bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut; 
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3. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan 

sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas 

selanjutnya dari praktisi tersebut; 

4. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi selalu 

bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan 

hubungannya; dan 

5. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi 

untuk bersikap objektif. 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik juga menjelaskan mengenai 

pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya 

ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut (IAPI, 

2011): 

a. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau 

peraturan; dan 

b. Pencegahan dalam lingkungan kerja. 

Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan 

mencakup antara lain: 

1. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki 

profesi; 

2. Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan; 

3. Peraturan tata kelola perusahaan; 

4. Standar profesi; 
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5. Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau 

regulator; 

6. Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum 

atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi.  

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, pencegahan tertentu dapat 

meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau menghalangi perilaku 

yang tidak sesuai dengan etika profesi. Pencegahan tersebut dapat dibuat oleh 

profesi, perundang-undangan, peraturan, atau pemberi kerja, yang mencakup 

antara lain: 

a. Sistem pengaduan yang efektif dan diketahui secara umum yang dikelola 

oleh pemberi kerja, profesi, atau regulator, yang memungkinkan kolega, 

pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku praktisi 

yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan etika profesi. 

b. Kewajiban yang dinyatakan secara tertulis dan eksplisit untuk melaporkan 

pelanggaran etika profesi yang terjadi. 

Sifat pencegahan yang diterapkan sangat beragam, tergantung dari situasinya. 

Dalam memberikan pertimbangan profesionalnya  terhadap pencegahan tersebut, 

setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan tidak 

dapat diterimanya pertimbangan tersebut oleh pihak ketiga yang rasional dan 

memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk 

pengetahuan mengenai signifikansi ancaman dan pencegahan yang diterapkan 

(IAPI, 2011). 
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Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengatur bahwa sebelum menerima 

suatu klien, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman 

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh 

diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku 

profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang 

terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya). Isu-isu yang 

terdapat pada klien jika diketahui dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar 

etika profesi mencakup antara lain keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal (seperti 

pencucian uang), kecurangan, atau pelaporan keuangan yang tidak lazim. 

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi. Jika ancaman tersebut merupakan 

ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan 

yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman 

tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan yang 

tepat mencakup antara lain (IAPI, 2011): 

a. Memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer, serta pihak yang 

bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan, atau 

b. Memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata 

kelola perusahaan atau pengendalian internalnya. 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menjelaskan bahwa setiap praktisi 

hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi 

harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar 

etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut. Sebagai 
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contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan 

dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik. Setiap 

praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang diidentifikasi dan, 

jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak 

signifikan, maka pencegahan yang tepat harus diterapkan untuk menghilangkan 

ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan 

tersebut mencakup antara lain (IAPI, 2011): 

a. Memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas 

kegiatan bisnis klien, persyaratan perikatan, serta tujuan, sifat, dan lingkup 

pekerjaan yang akan dilakukan. 

b. Memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri atau hal pokok 

dari perikatan. 

c. Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang 

relevan. 

d. Menugaskan jumlah staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan. 

e. Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. 

f. Menyetujui jangka waktu perikatan yang realistis untuk melaksanakan 

perikatan. 

g. Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memastikan diterimanya perikatan hanya bila jika 

perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara kompeten. 
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Kode Etik Profesi Akuntan Publik mewajibkan setiap praktisi harus 

mengevaluasi keandalan dari saran atau pekerjaan tenaga ahli jika ia 

menggunakan saran atau pekerjaan tersebut dalam melaksanakan perikatannya. 

Setiap praktisi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti reputasi, keahlian, 

sumber daya yang tersedia, serta standar profesi dan kode etik profesi yang 

berlaku. Informasi tersebut mungkin dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya 

dengan tenaga ahli tersebut atau melalui konsultasi dengan pihak lain. Setiap 

praktisi tidak diperkenankan untuk menerima dan melaksanakan perikatan 

assurance yang jenis, periode, dan jenis prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(contoh: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau di Amerika Serikat, atau 

International Financial Reporting Standards) yang digunakannya sama dengan 

perikatan assurance yang telah dilakukan oleh praktisi lain, kecuali apabila 

perikatan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-

undangan, hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku, baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri, yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang 

(IAPI, 2011). 

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, ketika memulai proses 

penyelesaian masalah yang terkait dengan etika profesi, baik secara formal 

maupun informal, setiap praktisi baik secara individu maupun bersama-samaa 

dengan koleganya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Fakta yang relevan; 

b. Masalah etika profesi yang terkait; 
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c. Prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang 

dihadapi; 

d. Prosedur internal yang berlaku; dan 

e. Tindakan alternatif. 

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, praktisi harus menentukan 

tindakan yang sesuai dengan prinsip dasar etika profesi yang diidentifikasi. 

Praktisi harus mempertimbangkan juga akibat dari setiap tindakan yang 

dilakukan. Jika masalah etika profesi tersebut tetap tidak dapat diselesaikan, 

maka praktisi harus berkonsultasi dengan pihak yang tepat pada KAP atau 

jaringan KAP tempatnya bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah etika 

profesi tersebut. Jika masalah etika profesi melibatkan konflik dengan, atau 

dalam, organisasi klien atau pemberi kerja, maka praktisi harus 

mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak yang 

bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit (IAPI, 

2011). 

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, praktisi sangat dianjurkan 

untuk mendokumentasikan substansi permasalahan dan rincian pembahasan 

yang dilakukan atau keputusan yang diambil yang terkait dengan permasalahan 

tersebut. Jika masalah etika profesi yang signifikan tidak dapat diselesaikan, 

maka praktisi dapat meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang 

relevan atau penasihat hukum untuk memperoleh pedoman mengenai 

penyelesaian masalah etika profesi yang terkait tanpa melanggar prinsip 

kerahasiaan. Sebagai contoh, ketika menemukan kecurangan (fraud), praktisi 
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harus mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum dalam menentukan 

ada tidaknya keharusan untuk melaporkan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. 

Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan, masalah etika profesi 

tidak dapat diselesaikan, maka praktisi harus menolak untuk dikaitkan dengan 

hal yang menimbulkan masalah etika profesi tersebut. Dalam situasi tertentu, 

merupakan suatu langkah yang tepat bagi praktisi untuk tidak melibatkan dirinya 

dalam tim perikatan atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri 

dari perikatan tersebut atau dari KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja 

(IAPI, 2011). 

Semakin auditor memahami dan menaati kode etik profesi akuntan 

publik, maka auditor akan bersikap independen, obyektif, serta akan mengacu 

kepada kode etik profesi akuntan publik dan standar audit dalam melaksanakan 

pekerjaan profesionalnya sehingga hasil dari audit judgement akan berkualitas. 

Menurut hasil penelitian Nuryanto dan Dewi (2001) dalam Putri (2013), tinjauan 

etika atas pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan moral. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya kolerasi antara pemahaman nilai-nilai etika 

dengan pengambilan keputusan. Semakin auditor memahami kode etik, maka 

keputusan yang diambil akan semakin mendekati kewajaran, adil, dan bermoral.  

Hasil penelitian Putri (2013) juga menunjukkan bahwa lingkungan etika 

secara signifikan mempengaruhi audit judgement. Hal ini menunjukkan bahwa 

auditor dengan lingkungan etika yang lebih baik memiliki judgement yang lebih 

berkualitas. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti melihat 
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bahwa etika dapat memengaruhi audit judgement yang dilakukan oleh auditor, 

sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha1: Etika berpengaruh positif terhadap audit judgement. 

 

2.5 Pengalaman Auditor 

Menurut Yustrianthe (2012), pengalaman dapat memengaruhi seseorang dalam 

menjalankan tugasnya secara hati-hati. Kehati-hatian dalam menjalankan tugas 

tercipta dari kesalahan yang pernah dilakukannya dan dampak dari kesalahan itu 

sendiri, sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama dimasa datang. 

Pengalaman auditor dapat juga ditentukan oleh banyaknya tugas pemeriksaan 

yang pernah dilakukan, banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit, dan 

banyaknya pelatihan audit yang pernah diikuti. Semakin banyak variansi jenis 

pekerjaan ataupun jenis perusahaan yang diperiksanya, maka auditor tersebut 

dinilai semakin berpengalaman.  

Semakin berpengalaman seorang auditor dalam bidangnya, maka auditor 

dinilai mempunyai pengetahuan lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi 

yang relevan dan tidak relevan untuk mendukung penugasan auditnya termasuk 

dalam pembuatan audit judgement-nya (Yustrianthe, 2012). Dalam Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik telah dijelaskan bahwa setiap praktisi wajib mematuhi 

prinsip dasar etika profesi, salah satunya adalah prinsip professional competence 

and due care yang menyatakan bahwa setiap praktisi wajib memelihara 

pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang telah 

dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat 
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menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan 

perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode 

pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan 

sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam 

memberikan jasa profesionalnya (IAPI, 2013). UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai 

Akuntan Publik, seseorang harus berpengalaman praktik dalam memberikan jasa 

asurans.  

  Auditor yang berpengalaman akan memiliki pemahaman yang lebih 

dalam mengenai proses audit, lebih mampu untuk memperoleh data atau 

informasi yang dibutuhkan dari obyek pemeriksaan, bekerja dengan lebih teliti, 

dapat lebih cepat dalam mendeteksi dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan 

oleh obyek pemeriksaan yang menyimpang dari standar akuntansi keuangan, serta 

mengacu kepada standar audit dan kode etik profesi akuntan publik dalam 

melaksanakan pekerjaan profesionalnya sehingga hasil dari audit judgement akan 

berkualitas. Hasil penelitian Ariyantini, et al. (2014) menunjukkan bahwa 

pengalaman audit berpengaruh terhadap audit judgement. Hasil penelitian Raiyani 

dan Suputra (2014) konsisten dengan penelitian Ariyantini, et al. (2014) yang 

menunjukkan bahwa pengalaman memiliki pengaruh terhadap audit judgement.  

Hasil penelitian Putri (2013) juga menunjukkan bahwa pengalaman 

secara signifikan dapat meningkatkan audit judgement. Hal ini berarti bahwa 

adanya pengalaman yang besar dari auditor akan menghasilkan audit yang 

semakin berkualitas. Hal ini berarti pula bahwa pengalaman akan mempengaruhi 
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penilaian atau pendapat seseorang. Dengan adanya pengalaman yang besar maka 

akan membuat seorang auditor dapat melakukan penilaian dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis kedua dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ha2: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit judgement.  

 

2.6 Tekanan Ketaatan 

Berdasarkan Jamilah, et al. (2007) dalam Siagian, et al. (2014), teori ketaatan 

menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber 

yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. 

Menurut Praditaningrum (2012) dalam Ariyantini, et al. (2014), tekanan ketaatan 

mengarah pada tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior ke 

auditor junior dan tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa untuk 

melaksanakan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Tekanan-

tekanan ketaatan seperti itu tanpa disadari dapat mendorong terjadinya perilaku 

curang atau pelanggaran peraturan/standar yang berlaku bahkan menimbulkan 

dilema etika. 

Yustrianthe (2012) berpendapat bahwa dalam situasi dilematis tersebut, 

auditor dihadapkan pada dua pilihan, di satu sisi harus menegakkan standar dan 

aturan yang berlaku tetapi di sisi lain muncul ketakutan akan konsekuensi buruk 

yang diterima dari tidak dilaksanakannya perintah atasan atau klien. Konsekuensi 

terbesar tidak dilaksanakannya perintah atasan adalah pemecatan atau 

dikeluarkannya auditor dari penugasan audit atau Kantor Akuntan Publik (KAP). 
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Sedangkan konsekuensi tidak dilaksanakannya perintah klien berupa pergantian 

KAP. 

Auditor yang mengalami tekanan ketaatan akan cenderung mengikuti apa 

yang diinginkan oleh atasan maupun kliennya meskipun hal tersebut bertentangan 

dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik sehingga auditor 

tersebut tidak mengacu kepada standar audit dan kode etik profesi akuntan publik 

dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya dan menyebabkan audit judgment 

menjadi tidak berkualitas. Hasil penelitian Lord dan Dezoort (1997) dalam 

Yustrianthe (2012) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dapat mengakibatkan 

pengaruh yang berlawanan pada audit judgement. Judgement auditor terkadang 

menjadi berubah dengan tekanan yang diberikan kepada auditor dari atasan 

ataupun klien.  

Hasil penelitian Fitriani (2012) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgement. Hasil penelitian tersebut 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Putri (2013) yang menyatakan bahwa 

tekanan ketaatan secara signifikan dapat menurunkan audit judgement dengan 

arah negatif. Hal ini berarti bahwa tekanan ketaatan yang lebih besar akan 

memberikan audit judgement yang lebih rendah. Adanya tekanan ketaatan kepada 

auditor dapat mendorong pada penilaian audit yang kurang tepat. Hal ini 

disebabkan karena adanya tekanan yang diterima auditor dari atasan maupun 

klien yang bertentangan dengan standar akuntansi akan menyebabkan penilaian 

audit yang tidak independen. Hasil penelitian Putri (2013) didukung oleh hasil 

penelitian Sofiani dan Tjondro (2014) yang menunjukkan bahwa tekanan ketaatan 
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berpengaruh terhadap audit judgement. Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha3: Tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgement. 

2.7 Kompleksitas Tugas 

Menurut Jamilah, et al. (2007) dalam Siagian, et al. (2014), komplekstitas tugas 

merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh 

terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan 

masalah yang dimiliki individu oleh pembuat keputusan (dalam hal ini, pembuat 

keputusan adalah auditor). Kompleksitas tugas mengarah pada tugas yang sulit, 

tidak terstruktur dan membingungkan. Fitriani (2012) berpendapat bahwa dalam 

kasus di lingkungan audit, kompleksitas tugas merupakan faktor penting yang 

dapat mempengaruhi kinerja audit judgement. Menurut Jamilah, dkk. (2007) 

dalam Fitriani (2012), terdapat dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu 

tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan 

dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas 

terkait dengan kejelasan informasi (information clarity). 

Fitriani (2012) menguraikan tentang teori penetapan tujuan oleh Edwin 

Locke yang menjelaskan bahwa auditor yang tidak mengetahui tujuan dan 

maksud dari tugasnya juga akan mengalami kesulitan ketika harus dihadapkan 

pada suatu tugas yang kompleks. Auditor tersebut tidak mengetahui sasaran apa 

yang harus dia capai dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat mempengaruhi 

keakuratan dari judgement yang diambilnya. Bonner (1994) dalam Yustrianthe 

(2012) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian 
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terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, 

kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang 

auditor. Kedua, saran dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga 

telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan 

pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari 

sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan 

solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.  

Auditor yang menghadapi tingkat kompleksitas tugas yang tinggi tidak 

mampu memahami tugasnya sehingga tidak mengacu kepada standar audit dan 

kode etik profesi akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya 

dan menyebabkan audit judgement menjadi tidak berkualitas. Hasil penelitian 

Yusrianthe (2012) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 

audit judgement. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Raiyani dan Suputra (2014) yang juga menunjukkan bahwa 

kompleksitas tugas memiliki pengaruh terhadap audit judgement. Dari hasil 

penelitian Fitriani (2012) diperoleh bahwa kompleksitas tugas tidak memengaruhi 

audit judgement. Hasil penelitian Fitriani (2012) tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Siagian, et al. (2014) dan Putri (2015) yang menunjukkan bahwa 

kompleksitas tugas tidak memengaruhi audit judgement. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut: 

Ha4: Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgement. 
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2.8 Internal Locus of Control 

Locus of control adalah cara pandang individu tentang hal-hal yang menyebabkan 

berhasil atau tidaknya individu tersebut dalam melakukan kegiatan (Hejele dan 

Zeigler, 1986 dalam Raiyani dan Suputra, 2014). Locus of control terdiri dari 

internal locus of control serta external locus of control (Andani dan Mertha, 

2014). Bernadi (2003) dalam Andani dan Mertha (2014) menyebutkan bahwa 

seseorang yang mampu menyeimbangkan locus of control eksternal dan internal 

cenderung dapat terhindar dari perasaan tertekan. 

Locus of control internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa 

baik dan buruk yang terjadi diakibatkan oleh tindakan seseorang. Oleh karena itu, 

terjadinya suatu peristiwa berada dalam kontrol seseorang. Sedangkan locus of 

control eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk 

yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang pada situasi tertentu. 

Oleh karena itu, terjadinya suatu peristiwa berada di luar kontrol seseorang 

(Lefcourt, 1982 dalam Hehanusa, 2013). 

Locus of control berperan dalam motivasi. Locus of control yang berbeda 

bisa mencerminkan motivasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda. Internal 

akan cenderung lebih sukses dalam karier daripada eksternal, mereka cenderung 

mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat, dan 

mendapatkan uang yang lebih. Sebagai tambahan, internal dilaporkan memiliki 

kepuasan yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu 

menahan stress daripada eksternal (Baron & Greenberg, 1990 dalam Mahdy, 

2012). Menurut Zaro (2000) dalam Nur Aini (2015), seseorang yang memiliki 
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internal locus of control memiliki sifat mandiri, tekun, kuat, serta punya daya 

yang kuat terhadap pengaruh sosial. Orang yang memiliki external locus of 

control mempunyai sifat mudah cemas, depresi, dan neurosis, besar 

kemungkinannya mengalami frustasi karena mudah tertekan dan kurang berhasil. 

Individu dengan internal locus of control lebih menyukai pekerjaan yang 

menantang, menuntut kreativitas, kompleksitas, inisiatif, dan motivasi yang 

tinggi. Individu dengan external locus of control menyukai pekerjaan yang stabil, 

rutin, sederhana, dan penuh kontrol dari atasan (Rustiarini, 2013). Auditor dengan 

locus of control internal akan mempunyai kontribusi positif pada kinerja 

melaksanakan tugas audit, oleh karena itu mereka memandang locus of control 

internal sebagai usaha yang harus dilakukan jika ingin berhasil sedangkan locus of 

control eksternal dilakukan pada orang yang kurang suka berusaha. Locus of 

control eksternal disebabkan oleh faktor luar yang mengontrol dan sedikit kolerasi 

antara usaha dengan kesuksesan (Kusnadi dan Suputhra, 2015).  

Auditor yang memiliki locus of control internal akan lebih mampu 

mengatasi stress dan lingkungan kerja, teliti dalam mencari informasi sebelum 

mengambil keputusan, tekun dan ulet dalam bekerja, serta mengacu kepada 

seluruh standar audit dan kode etik profesi akuntan publik dalam melaksanakan 

pekerjaan profesionalnya sehingga akan menghasilkan audit judgement yang 

berkualitas. Hasil penelitian Raiyani dan Suputra (2014) menunjukkan bahwa 

locus of control berpengaruh positif terhadap audit judgement. Hal ini berarti 

bahwa semakin baik cara pandang seorang auditor terhadap suatu peristiwa akan 

semakin tinggi kinerjanya dalam suatu audit judgement. Hasil penelitian Raiyani 
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dan Suputra (2014) tersebut didukung oleh hasil penelitian Putri (2015) yang juga 

menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgement. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima 

sebagai berikut: 

Ha5: Locus of control internal berpengaruh positif terhadap audit judgement. 

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah menguji pengaruh 

etika, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan locus of 

control terhadap audit judgement. Hasil penelitian Putri (2013) menunjukkan 

bahwa variabel etika, pengalaman auditor, dan tekanan ketaatan berpengaruh 

terhadap audit judgement. Hasil penelitian Raiyani dan Suputra (2014) 

menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas dan locus of control 

berpengaruh terhadap audit judgement. Hasil penelitian Yustrianthe (2012) turut 

menunjukkan bahwa variabel tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan 

pengalaman berpengaruh terhadap audit judgement. Demikian juga hasil penelitan 

yang serupa ditunjukkan oleh Putri (2015) bahwa variabel pengalaman auditor, 

kompleksitas tugas, locus of control, dan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap 

audit judgement.  
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2.9 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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